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Majelis hakim mengabulkan permohonan poligami karena hypersex tersebut. Padahal jelas di dalam Pasal 4 
ayat (2) UU perkawinan dan  KHI Pasal 57 tidak menjelaskan syarat poligami karena hypersex. Bagaimana 
pertimbangan   hukum   hakim   dalam   menetapkan   perkara   Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna dan ba-
gaimana tinjauan hukum Islam dalam perkara pemberian izin poligami karena hypersex. Metode penelitian 
hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum didapat melalui metode 
dokumenter dan tinjauan pustaka. Setelah bahan hukum didapat dilakukan penginventarisasian terhadap 
bahan hukum yang berhasil dikumpulkan tersebut berdasarkan relevansinya dengan pokok masalah den-
gan penelitian ini, kemudian dianalisis dengan content analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa per-
timbangan   hukum   hakim   dalam   menetapkan   perkara   Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna tentang pem-
berian izin poligami karena hypersex ialah permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk 
beristeri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan jo, Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 KHI. Di samping itu telah memenuhi syarat  alternatif  untuk  
beristeri  lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat  2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974 
Tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan tinjauan hukum Islam terhadap pemberian izin 
poligami karena hypersex di Pengadilan Agama Manna pada Putusan nomor 0256/Pdt.G/2016/ PA.Mna, yai-
tu Islam membolehkan poligami sebagaimana Allah telah berfirman dalam Alquran surat Q.S al-Nisa ayat 
(3) yang memperbolehkan untuk seorang laki-laki (suami) memiliki istri lebih dari  satu  dengan  batasan  
hingga empat isteri, dengan syarat yang ketat yaitu mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-
anaknya. 
Kata Kunci: Poligami dan Hypersex 
  
Abstract 
The panel of judges granted the request for polygamy because of the hypersex. Even though it is clear in 
Article 4 paragraph (2) of the marriage law and KHI Article 57 does not explain the conditions for polygamy 
due to hypersex. What is the legal consideration of the judge in determining the case Number 0256 / Pdt.G / 
2016 / PA.Mna and how the review of Islamic law in the case of granting polygamy is due to hypersex. The 
legal research method used is a normative legal research method. Legal materials are obtained through 
documentary methods and literature reviews. After the legal material is obtained, an inventory of legal 
material is collected based on its relevance to the subject matter with this study, then analyzed by content 
analysis. The results of this study indicate that judges' legal considerations in setting cases Number 0256 / 
Pdt.G / 2016 / PA. Mna concerning the granting of polygamy permits because hypersex is the Petitioner's 
request has met the cumulative requirements for more than one wife in accordance with Article 5 para-
graph (1) - Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Article 55 paragraph (2) and Article 58 KHI. In addi-
tion, it has fulfilled the alternative requirements for more than one wife as stipulated in Article 4 paragraph 
2 of Act Number 1 of 1974 concerning Marriage in conjunction with Article 57 Compilation of Islamic Law 
and a review of Islamic law on the licensing of hypersex polygamy in the Manna Religious Court on Deci-
sions number 0256 / Pdt.G / 2016 / PA.Mna, that is, Islam allows polygamy as Allah has said in the Qur'an the 
letter QS al-Nisa verse (3) which allows for a man (husband) to have more than one wife with limits to four 
wives, with strict conditions, namely being able to be fair to their wives and children. 
Keywords: Polygamy and Hypersex 
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Pendahuluan 
Pengadilan Agama Manna merupakan salah satu 
lembaga peradilan yang menerima perkara izin po-
ligami, yang mana dalam hal ini penulis menemukan 
data berupa putusan No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna 
tentang izin poligami karena hypersex. Menerang-
kan bahwa alasan suami mengajukan izin poligami 
karena Termohon (isteri pertama) tidak bisa men-
gimbangi kebutuhan sex Pemohon karena Pemo-
hon hypersex. 
Izin poligami karena istri tidak mampu melayani 
hubungan seks suami yang hypersex dijadikan sua-
tu alasan atau jalan untuk menempuh poligami. 
Padahal alasan tersebut tidak sesuai dengan syarat 
yang tertulis dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974 dan Kompilasi Hukum Islam tetapi majelis ha-
kim menganalogikan ketidakmampuan istri me-
layani hubungan biologis suami sama dengan istri 
tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai 
istri. 
Sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam putu-
san No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna bahwa selama 
masa perkawian Pemohon dan Termohon telah 
dikaruniai anak. Namun seiring dengan berjalannya 
waktu Termohon merasa tidak dapat memenuhi 
kebutuhan biologis Pemohon yang hypersex, pe-
mohon meminta berhubungan badan dengan ter-
mohon sehari lebih dari tiga kali. Dari kasus ini, ter-
lihat betapa perempuan tidak punya daya tawar 
terhadap keinginan suaminya untuk menikah lagi. 
Ironisnya, kemampuan laki-laki untuk berlaku adil 
semata dilihat dari aspek materialnya. Sementara 
kondisi psikologis istrinya tidak diperhatikan. Dalam 
Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
dimana suami-istri wajib saling mencintai, saling 
menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan 
bathin yang satu kepada yang lain merupakan hal 
yang semu. 
Pada dasarnya poligami lebih banyak membawa 
resiko/madarat dari pada manfaatnya. Karena ma-
nusia itu fitrahnya (human nature) mempunyai wa-
tak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-
watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar 
tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang 
poligamis. Dengan demikian, poligami itu bisa men-
jadi sumber konflik dalam kehidupan berkeluarga, 
baik konflik antara suami dengan isteri-isteri dan 
anak-anak isterinya, maupun konflik antara isteri 
beserta anak-anaknya masing-masing. 
 
Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pertimbangan   hukum   hakim   da-
lam   menetapkan   perkara   Nomor 
0256/Pdt.G/2016/PA.Mna dalam perkara pembe-
rian izin poligami karena hypersex? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 
pemberian izin poligami karena hypersex di 




1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum   ha-
kim   dalam   menetapkan   perkara   Nomor 
0256/Pdt.G/2016/PA.Mna dalam perkara pembe-
rian izin poligami karena hypersex.  
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap 
pemberian izin poligami karena hypersex di 
Pengadilan Agama Manna pada putusan perkara 
nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna.  
 
Metode Penelitian 
Metode penelitian hukum yang digunakan ada-
lah metode penelitian hukum normatif. Bahan hu-
kum didapat melalui metode dokumenter dan tin-
jauan pustaka. Setelah bahan hukum didapat dila-
kukan penginventarisasian terhadap bahan hukum 
yang berhasil dikumpulkan tersebut berdasarkan 
relevansinya dengan pokok masalah dengan peneli-




1. Pertimbangan   Hukum   Hakim   Dalam   Mene-
tapkan   Perkara   Nomor 
0256/Pdt.G/2016/PA.Mna tentang Pemberian 
Izin Poligami Karena Hypersex. 
Pertimbangan hukum hakim dalam putusan 
nomor 0256/Pdt.G/ 2016/PA.Mna tentang izin poli-
gami, adalah karena istri tidak sanggup melayani 
suami dalam hal hubungan seksual sehingga isteri 
sering   menolak ketika diajak berhubungan biologis 
suami istri. Oleh karenanya pemohon sangat kha-
watir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh 
norma agama apabila Pemohon tidak melakukan 
Poligami. 
Atas Permohonan Pemohon tersebut, Termo-
hon telah menyampaikan jawabannya secara  lisan  
di  depan  sidang  yang  pada pokoknya Termohon 
membenarkan dalil-dalil Pemohon dan tidak  Kebe-
ratan terhadap maksud Pemohon untuk menikah 
lagi, poligami dengan calon istri kedua Pemohon. 
Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 
(2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 58 ayat 1 huruf (a) 
Kompilasi  Hukum  Islam. Dalam keterangan Ter-
mohon yang disampaikan tersebut termohon  juga 
menambahkan keterangan bahwa Pemohon/suami 
mengalami hiperseks. 
Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 4 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadi-
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lan memberikan izin kepada seorang suami yang 
akan beristeri lebih dari seorang apabila:  
a. Istri  tidak dapat menjalankan kewajibannya se-
bagai seorang isteri 
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang 
tidak dapat disembuhkan. 
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 
Dalam hal ini yang menjadi dalil hakim Pengadi-
lan Agama Manna dalam mengabulkan permoho-
nan izin poligami adalah dikarenakan isteri sering 
menolak saat diajak hubungan intim suami isteri 
atau karena Pemohon hypersex. Karena itu Pemo-
hon sangat khawatir akan melakukan perbuatan 
yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon 
tidak melakukan poligami. Maksud dari pemohon 
ini merupakan salah satu pertimbangan yang dijadi-
kan Majelis Hakim dalam membuat putusan. 
Pertimbangan  Majelis  Hakim  tersebut  dida-
sarkan  pada  pasal  5 ayat (1) Undang-Undang No. 
48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, 
bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, 
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan 
rasa keadilan yang hidup dalam masyakat. Selain 
pertimbangan tersebut, majelis hakim juga menya-
takan bahwa antara  Pemohon dan  Calon  Istri  Ke-
dua  Pemohon  tidak  ada halangan perkawinan 
sebagaimana ketentuan  Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 
39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 
44 Kompilasi Hukum Islam. 
Kemudian majelis hakim juga mempertimbang-
kan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Calon 
Istri kedua dipandang akan membawa  maslahat  
bagi  kedua  belah  pihak,  menghindarkan  mafsa-
dat yang mungkin timbul harus didahulukan dari 
pada menarik manfaat, hal ini sesuai dengan kaidah 
berikut:  
Menolak atau menghindari mafsadat harus di-
dahulukan dari pada menarik maslahat.  
Dalam menentukan kemafsadatan (kerusakan) 
ini, harus dilihat dari beberapa sudut pandang dan 
cara menimbang yang berbeda-beda. Dengan de-
mikian, definisi sadd al- dzari’ah berarti metode  
penetapan hukum dengan cara menutup jalan yang 
dianggap akan menghantarkan kepada perbuatan 
yang mendatangkan mafsadah dan  terlarang. 
Bahwa Sadd al- dzari’ah adalah penutupan jalan 
yang menuju pada suatu kerusakan yang biasanya 
berisi larangan dengan memperhitungkan atau me-
nimbang kemafsadatan secara sistematis sehingga 
dapat dinilai bahwa perbuatan itu lebih akan menu-
ju pada kerusakan daripada kemaslahatan. 
Para ulama berbeda pendapat terhadap kebe-
radaan sadd al- dzari’ah sebagai dalil dalam mene-
tapkan hukum syara’. Ulama Malikiyah dan ulama 
Hanabiyah menyatakan bahwa sadd al- dzari’ah 
dapat diterima sebagai salah satu dalil dalam mene-
tapkan hukum syara’, sedangkan Abu Hanifah dan 
Imam Syafi’i terkadang menggunakanya sebagai 
dalil akan tetapi dalam waktu tertentu menolaknya 
sebagai dalil. Sebagai contoh, poligami pada dasar-
nya halal namun ditakutkan akan banyak menim-
bulkan mudharat dari manfaat dari poligami terse-
but. 
2. Tinjauan Hukum Islam tentang Pemberian Izin 
Poligami Karena Hypersex di Pengadilan Agama 
Manna pada Putusan nomor 0256/Pdt.G/2016/ 
PA.Mna 
Memperhatikan pertimbangan kemaslahatan 
dan kemudharatan,  berpoligami tidak bisa dilaku-
kan oleh individu (suami) secara mandiri. Maka dari 
itu diperlukan orang atau lembaga tertentu untuk 
mempertimbangkanya, yakni hakim atau pengadi-
lan. Setelah melalui proses persidangan dan mu-
syawarah, majelis hakim berwenang untuk me-
nyimpulkan antara menerima atau menolak izin 
poligami yang dilakukan oleh seorang suami. Seo-
rang suami akan diberi izin poligami oleh pengadi-
lan jika kemashlahatan yang timbul lebih dominan 
seperti mampu memberikan nafkah kepada istri-
istri dan anak-anaknya, sanggup berlaku adil dan 
lain lain. Sebaliknya, jika kemudharatan yang akan 
timbul lebih dominan, maka hakim tidak akan men-
geluarkan izin poligami tersebut.  
Berangkat dari sini, kebolehan poligami hanya 
merupakan solusi ketika tujuan perkawinan sudah 
tidak dapat terpenuhi. Poligami tidak dapat dijadi-
kan sebagai ajang untuk mengumbar hawa nafsu, 
apalagi dijadikan sebagai cita-cita hidup. Dengan 
demikian, asalkan ada tujuan kemashlahatan, dis-
amping itu kesejahteraan dan kerukunan rumah 
tangga. 
Islam adalah agama yang mengatur tentang 
kemasyarakatan. Islam mempunyai konsep kema-
nusiaan yang luhur, yang dibebankan kepada ma-
nusia untuk menegakkannya dan harus disebarlua-
skan kepada seluruh umat manusia. Risalah Isla-
miyah tidakakan tegak melainkan apabila ada keku-
atan yang mendukung, adanya pemerintahan yang 
mengelola segala segi, pertahanan, keamanan, 
pendidikan, industri, perdagangan, pertanian, dan 
sektor-sektor lain yang menunjang tegaknya suatu 
pemerintahan. Semuanya itu tidak akan sempurna 
tanpa adanya orang-orang yang hidup pada tiap 
generasi yang banyak jumlahnya. Dan jalan untuk 
mendapatkan masa yang banyak ini menurut Al-
Hamdani  ialah dengan menikah dan memperba-
nyak keturunan.  
Allah Swt membolehkan berpoligami sampai 
dengan empat orang istri dengan syarat berlaku 
adil kepada mereka yaitu  adil dalam melayani istri, 
seperti urusan nafkah, tempat  tinggal, pakaian, 
giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah.  Jika 
tidak mampu berlaku adil maka di cukup satu istri 
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saja (monogami).Hal ini berdasarkan firman Allah 
dalam Q.S al-Nisa>  ayat (3) yang artinya:   
Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu 
senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu 
takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawini-
lah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu 
miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada 
tidak berbuat aniaya. 
 
Jadi syarat utama poligami adalah adil terhadap 
isteri, baik dalam nafkah lahir batin, ataupun dalam 
perhatian, kasih sayang, perlindungan serta alokasi 
waktu. Jangan sampai salah satunya tidak diberi 
dengan cukup. Apalagi kesemuanya tidak diberi 
cukup nafkah, maka hal itu adalah kezaliman. Seba-
gaimana hukum menikah yang bisa memiliki banyak 
bentuk hukum, maka begitu juga dengan poligami, 
hukumnya sangat ditentukan oleh kondisi seseo-
rang, bahkan bukan hanya kondisi dirinya tetapi 
juga menyangkut kondisi dan perasaan orang lain, 
dalam hal ini bisa saja isterinya atau keluarga iste-
rinya. Pertimbangan orang lain ini tidak bisa dimen-
tahkan begitu saja dan tentunya hal ini sangat ma-
nusiawi sekali. Karena itu kita dapati Rasulullah 
SAW melarang Ali bin Abi Thalib untuk memadu 
Fatimah yang merupakan putri Rasulullah SAW. 
Sehingga Ali bin Abi Thalib tidak melakukan poliga-
mi. Kalau hukum poligami itu sunnah atau dianjur-
kan, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW 
untuk melarang Ali berpoligami akan bertentangan.  
Setelah mengetahui dan memahami deskripsi 
Putusan Pengadilan Agama Manna No. 
0256/Pdt.G/2016/PA.Mna tentang Pemberian Izin 
Poligami dengan alasan Hiperseks yang di jelaskan 
di atas, maka Penulis menganalisis Putusan terse-
but mengenai pertimbangan hukum oleh Hakim 
Pengadilan Agama Manna, dan analisis berdasarkan 
hukum Islam. Adapun dalam kasus yang terjadi di 
Pengadilan Agama Manna tentang izin poligami No. 
Putusan 0256/Pdt.G/2016/Pa.Mna, dengan alasan 
hypersex. Dimana menurut keterangan dari termo-
hon bahwa suami/Pemohon hiperseks. Oleh kare-
nanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan 
perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila 
Pemohon tidak melakukan Poligami.  
Berdasarkan isi dari putusan tersebut penulis 
berpendapat Pertimbangan  hakim dalam putusan  
ini tidak  hanya berlandaskan atas peraturan perun-
dang-undangan akan tetapi  juga memperhatikan   
kaidah fiqh untuk menentukan pengambilan putu-
san yang akan ditetapkan, sebagaimana yang telah 
dinyatakan dalam putusan tersebut. Pernyataan 
yang mendukung pendapat penulis ini adalah yaitu 
majelis hakim mempertimbangkan maksud dan 
tujuan Pemohon mengajukan Izin Poligami tersebut 
bahwa pemohon sangat khawatir akan melakukan 
perbuatan yang dilarang oleh norma agama. Apabi-
la pemohon tidak melakukan poligami, yaitu  dalam 
menghindari hal-hal yang dipastikan melanggar 
ajaran agama, dan mencegah perbuatan yang akan 
menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka poli-
gami menjadi solusi dari kekhawatiran tersebut.  
Dalam hal ini sesuai dengan kaidah yang artinya:  
menolak  atau  menghindari  mafsadat  harus  dida-
hulukan  dari pada menarik maslahat‛.   
Seorang laki-laki yang karena kejiwaannya atau 
karena fisiknya sangat kuat nafsu seksnya, ia belum 
akan puas kalau hanya dilayani oleh seorang isteri. 
Agar terhindar dari pemuasaan syahwat tersebut  
yang tidak halal baginya dan akan merusak moral-
nya, maka dalam hal ini ia diizinkan untuk memua-
skan nafsu dengan jalan yang halal yaitu poligami.  
Kekhawatiran sebagaimana dalam ilustrasi tersebut 
diatas, adalah tidak jauh berbeda dengan maksud 
dari Pemohon untuk menikah lagi dengan Calon 
istri kedua Pemohon, dikarenakan Istri dari Pemo-
hon atau Termohon sering menolak saat diajak ber-
hubungan biologis suami isteri, sedangkan sang 
suami menurut keterangan secara lisan di persidan-
gan oleh Termohon, bahwa pemohon  hiperseks. 
Agama pada hakekatnya diturunkan untuk lebih 
memanusiakan manusia, sehingga berbeda dengan 
satwa ataupun makhluk lainnya. Salah satu ajaran 
agama adalah mendidik manusia agar mampu men-
jaga organ-organ reproduksinya dan tidak men-
gumbar nafsu seksualnya sedemikian rupa. Itulah 
akhlak Islam yang telah dicontohkan dengan sem-
purna pada diri Nabi Muhammad Saw. Salah satu 
cara untuk menjaga kesucian organ-organ repro-
duksi itu adalah melalui perkawinan, karena itu per-
zinahan, selingkuh, dan segala bentuk hubungan 
seksual yang tidak sah diharamkan dalam Islam.   
Dalam konteks hubungan suami istri selingkuh yang 
dilakukan oleh suami istri pasti akan menyakiti pe-
rasaan istri, ini sangat bertentangan dengan prinsip 
perkawinan Islam: yaitu memerintah suami mem-
perlakukan isteri dengan ma’ruf (santun).  
 
Kesimpulan  
Pertimbangan   hukum   hakim   dalam   mene-
tapkan   perkara   Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna 
tentang pemberian izin poligami karena hypersex 
ialah permohonan Pemohon telah memenuhi syarat 
kumulatif untuk beristeri lebih dari seorang sesuai 
ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 55 ayat (2) 
dan Pasal 58 KHI. Di samping itu telah memenuhi 
syarat  alternatif  untuk  beristeri  lebih dari seorang 
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat  2 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun  1974 Tentang Perkawinan 
jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan tinjauan hu-
kum Islam terhadap pemberian izin poligami karena 
hypersex di Pengadilan Agama Manna pada Putu-
san nomor 0256/Pdt.G/2016/ PA.Mna, yaitu Islam 
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membolehkan poligami sebagaimana Allah telah 
berfirman dalam Alquran surat Q.S al-Nisa ayat (3) 
yang memperbolehkan untuk seorang laki-laki (su-
ami) memiliki istri lebih dari  satu  dengan  batasan  
hingga empat isteri, dengan syarat yang ketat yaitu 
mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-
anaknya. 
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